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ABSTRAK 

Sinta Nurlaela: Praktik Pengupahan Pada Petugas Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah Pada 

Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus Di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, 

Kabupaten Bandung) 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran 

strategis dalam menjamin proses pemiliu. KPPS diangkat dan diberikan upah yang 

besarannya telah ditentukan oleh Surat Kementerian Keuangan Nomor S-

647/MK.02/2022. Namun, praktik pengupahan seringkali menimbulkan persoalan 

karena besaran upah yang diterima dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang 

dijalankan, terutama ketika pekerjaan dilakukan melebihi waktu kerja normal dan 

tanpa kejelasan. Dalam Islam, upah harus mengandung keadilan dan kesejahteraan. 

Sebagai umat Islam, sudah semestinya para pengusaha/majikan muslim merujuk 

kepada asas-asas dan prinsip Ijarah yang berlandaskan Hukum Ekonomi Syari’ah. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pelaksanaan pembayaran 

upah tenaga kerja KPPS pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, Kecamatan. 

Majalaya, Kabupaten. Bandung. (2) Mengetahui tinjauan undang-undang 

ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah pada petugas KPPS pada pemilu Tahun 

2024 di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. (3) Mengetahui 

tinjauan Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah terhadap 

pembayaran upah pada petugas KPPS pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Biru, 

Kecamatan. Majalaya, Kabupaten. Bandung. 

Kerangka berfikir ini pada penelitian ini berdasarkan pada konsep akad 

ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus pada praktik pengupahan 

petugas KPPS. Dalam kerangka ini, aspek yang dianalisis mencakup sistem 

pengupahan KPPS, waktu kerja, dasar hukum pengupahan, rukun dan syarat akad 

ijarah, serta kesesuaian pengupahan antara praktik dan prinsip syariah. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada 

pendekatan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode deskriptif dengan memberikan deskripsi secara menyeluruh tentang praktik 

pengupahan KPPS di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, 

dengan mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan serta akad ijarah dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-

MUI/IX/2017. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Petugas KPPS diberikan upah 

sebesar Rp. 1.200.000 untuk ketua, dan anggota Rp. 1.100.000. Upah yang 

diberikan mengacu pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-647/MK.02/2022 

(2) Tinjauan UU ketenagakerjaan sebagai lex generalis, bahwasannya petugas 

KPPS dalam hal waktu kerja, lembur, dan istirahat tidak sejalan dengan Pasal 77, 

78, dan 79 UU Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan (3) Pelaksanaan 

tugas KPPS telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 

tentang akad ijarah, telah memenuhi rukun dan syarat sah. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya SK pengangkatan KPPS, buku panduan KPPS, dan informasi upah 

sejak awal masa kerja. Oleh karena itu, tidak ditemukan unsur gharar maupun 

ketidaktahuan (jahalah), dan akad ijarah ini sah (shahih). 


